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KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPING PARAK
NOMOR: 144/ 4 |Epts/WH-AP /2018

TESTANG

PENGANGHUATAN PELAKSASA TEKNIS PENGELOLAAN

KEUANGAN SAGARI KEGIATAN Bidang “Pembangunan”
NAGAR] AMPIRG PARAK TAHUN ANGGARAN 2012

WALI BAGARI AMPING PARAK

a Ttehwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran
Pendapatan dzn Pelang Pemerintzhan Nagari tabun 201 8,
ezl Qengpn keventiuzn Can perturan perundang-un

yang berizku, periu mengangxat Pelaksans Teknis Pengelolazan
Keuangan Pemeriotahan Wagari Amping Parak Tahun

o

5

|

b. bzhwa berdzsarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pacz  nurel  a, peri menetapkan Keputusan Wali Nagari
himping, Parzk temtang  pengangkatan Pelaksana Tekmis
Pengelolaan Lenangpn Nagasi Kegistan Bidang Pembangunan

Tahun Anggaran 2018,

1. Undang-Undang WNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
lemimran Yegpra tzhun Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Womeor 5495

veraturan Pemerintah Nomor 45 Tazhun 2014

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Somor 6 tzhun 2014
tentang Dess (Lembmran Negara Republik Indonesiz Tahun
2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Bomor 5559),

2, Peraturan Pemerinnah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang iersumber Darl Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negnra (embaran Wegara Pepublik Indonesia Tahun 2014
Romor 162, Tatabahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Bomor 5558},

4, VPeraturan Menteri Kewangsn  Nomor 262 [PMK.03/2010
tentang Tats Cara Vemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
Pagl Pejabmt Negara, VRS, Anggota THI, Anggota POLEI dan
Pensiunannys atas penghasilzn Yang Menjadi Beban AVEN
dan AV,

5. Verawuran Mentesi Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Peraturan 1 Desa;

6. Vernturan Memerd Dalam Negeri Womor 113 Tahun 2014
tentang Pengrlolaan Kevangsn Desa,

7. Peasturan Menterd Dalam Negeri Womor 114 Tahun 2014
tentang, Vedoman Yembangunan Desa;

%, Vermendagr ¥ Somor 19 tahun 2017 temtang Penctapan
Prioritas Pengginaan Dana Desa Tahun 2017,

9. Peraturan Daerab Katnipaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun
2016 tentang Wagar, (Lembaran daerah Kabupaten Pesisir

‘\\\




1(), Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 T
tentang Susunan  Organisasi dan Taty Kerfe e adl
R

Napari;

Pemerintal

11, Peraturarn Bupati Pesisir Selatan Nor .

r nor 43 1 501"
tentang Standar Biaya Pemerintahan annri?I':nlllllnhf‘\:” e
2018: 4 n Anggaran
(0. Peraturan ‘Hll‘[):lfl' Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017

tentang Prioritas Penggunaaan Dang rard T : 4
e ana Nagari Tahun Anggaran
13, Peraturan Nagari Amping Parak Nomor 5 tahun 2017 tentang
gtruktur Organisasi dan Tata Kerja Pemeri ‘ ' Rl

4 i 'rja Pemerintah Nagg i

Derak: pari Amping
14. Peraturan N{l;{:u'i .m'npinp, Parak nomor 1 tahun 2017 tentang
RPJM Nagari Amping Parak Periode 2017-2023; :
15. Peraturan N:l}{{ll‘i AIT.Ip!'Ilg Parak nomor 7 tahun 2017 tentang
RKP Nagari Amping Parak Tahun Anggaran 2018; dan '
16. Peraturan Nagari Amping Parak nomor 1 tahun 2018 tentang
APB-Nagari Amping Parak Tahun Anggaran 2018; '

MEMUTUSKAN

Mengangkat Saudara RUDI HARTONO scbagai Pelaksana Teknis
Pengelolaan  Keuangan  Nagari (PTPKN) Kegiatan Bidang
Pembangunan Tahun Anggaran 2018.

Tugas dan Tanggung jawab Pelaksana Teknis Pengelolaan
Keuangan Nagari (PTPKN) sebagaimana dimaksud diktum
KESATU di atas adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan
tanggung jawabnya;

9. Bersama Bendahara Nag
permintaan dana sesuai
dan kebutuhan kegiatan;

3. Melaksanakan kegiatan yang telah

yang menjadi

ari membuat rencana usulan
aturan yang telah ditetapkan

ditetapkan dalam APB

Nagari;
4. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas
beban anggaran belanja kegiatan;
fisien

5. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip €
dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan
bertanggungjawab;

6. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

7. Melaporkan perkembangan pelaksanaan
Wali Nagari; dan _

8. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan.

‘kegiatan kepada

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari [P’I'PKN]_ dalam
melaksanakan tugas bezj_tanggungjawab kepada Wali Nagari/Kuasa
Pengguna Anggaran.

Segala ‘biaya yang timbul akibat dikeluarkanya Keputusan im
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

Mty ANOCATran 20 18.




Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret sampai dengan 31
Desember Tahun 2018, dan apabila terdapat kekeliruan dalam
penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali

sebagaimana mestinya.

E Ditetapkan di ~ : Amping Parak
E 3 Pada mm: 1 Maret 2018

BLIMA

&
SRS

flsan :
i Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten

EiKepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
i Camat SUTERA

i Ketua BAMUS NAGARI Amping Parak

iy Bersangkutan

tinggal.




